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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam sangat memperhatikan bidang perekonomian karena 

harta dengan berbagai kelebihannya merupakan tiang 

penyangga kehidupan di bumi dan perangkat penguasaan 

atasnya untuk selalu mendorong manusia dalam menjalankan 

ibadah. Syari’ah Islam mengandung konsep-konsep universal 

yang mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi sebagaimana 

kegiatan-kegiatan manusia lainnya. Oleh karena itu sistem 

ekonomi Islam merupakan akumulasi dari konsep-konsep 

universal dan realisasi yang penuh keberanian. 

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum 

Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri 

intelektual manusia, maka dalam muamalah secara 

bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada 

dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang 

menyatakan keharamannya.
1
 

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi 

diatur sedemikian rupa dalam fiqih Muamalat, agar setiap 

hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada orang yang 

mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, 
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hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya 

terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-

pihak yang merugikan dan dirugikan.
2
  

Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan 

hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia 

yang lain. Contohnya seperti hak penjual untuk menerima 

pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli 

untuk menerima barang yang dibelinya, hak orang yang 

menggadaikan tanahnya yang digadaikan kepada orang lain 

dan hak si penerima gadai untuk mendapatkan jaminan atas 

tanah yang digadaikannya.
3
  

Gadai ialah menjadikan suatu benda yang berupa harta 

dan ada harganya sebagai suatu jaminan utang, dan akan 

dijadikan sebagai ganti pembayaran (jaminan) utangnya jika 

utang itu tidak dapat dibayar. Semua barang yang boleh 

diperdagangkan boleh pula di gadaikan atau dijadikan 

sebagai jaminan utangnya, manakala utang telah menjadi 

tanggungan orang yang berutang. Orang yang menggadaikan 

barangnya belum diterima oleh penerima penggadaian. 

Orang yang menerima gadai tidak menanggung kerugian atas 

rusak atau hilangnya barang gadai tersebut, kecuali dengan 

kelengahannya. Jika orang yang mengutangi telah menerima 

sebagian haknya atau uang pembayaran utang, maka ia 
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belum berkewajiban mengembalikan barang jaminan 

tersebut, sebelum piutangnya itu lunas.
4
 

Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem 

kerjasama yang dikenal seperti muzara’ah, mukhabarah, 

ijarah, musaqah dan syirkah. Bentuk-bentuk kerjasama 

tersebut banyak di butuhkan oleh sebaagian umat manusia, 

karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling 

tolong-menolong. Demikian halnya kerja sama antara 

pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian dengan 

memakai sistem bagi hasil yang dilakukan antara kedua 

belah pihak. Sistem kerjasama ini disyaratkan agar sesama 

manusia saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan 

bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang 

lainnya.
5
 Berbeda dengan masyarakat Desa Sindang Asih 

yang sudah dikasih wewenang oleh pemilik lahan dibolehkan 

menggarap lahannya selama lahan tersebut belum dibangun 

oleh pemiliknya dan hasil garapannya tidak dibagi oleh si 

pemilik lahan tersebut. Dalam transaksi jual beli dan gadai 

lahan pertanian di Desa Sindang Asih menunjukan adanya 

permasalahan dalam melakukan praktek gadai dalam hukum 

Islam. Melainkan praktek yang dilakukan oleh desa itu 

sendiri. Pertama, adanya permasalahan yaitu si penggarap 

diberikan penguasa penuh oleh si pemilik lahan dan tidak ada 
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bagi hasil antara si penggarap dan pemilik lahan pertanian 

tersebut. Kedua, adanya pihak penerima gadai mendapatkan 

barang jaminan yang bukan hak milik nya si penggadai 

melainkan barang jaminan tersebut milik orang lain. Ketiga, 

apabila orang yang memiliki tanah ini bahwa barang yang 

telah di belinya digadaikan kepada pihak lain maka akan 

timbul permasalahan hukum, baik itu hukum Islam,hukum 

perdata maupun hukuman pidana dalam tindak penipuan 

karena pemilik lahan tersebut sudah tidak mempunyai 

wewenang untuk menggadaikan lahan tersebut.
6
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sangat penting 

untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Transaksi Gadai 

Dari Penggarap Lahan Pertanian Yang Diberi Kewenangan 

Pemanfaatannya Oleh Pemilik Lahan Persepektif Hukum 

Islam (di Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya 

Kabupaten Tangerang )”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Hukum Pelimpahan Wewenang Pemanfaatan 

Lahan Pertanian Kepada Penggarap di Desa Sindang Asih 

Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang? 

2. Bagaimana Hukum Penggarap Menggadaikan Lahan 

Pertanian Kepada Pihak Lain Di Desa Sindang Asih 

Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang? 
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3. Bagaimana Akibat Hukum Menggadaikan Lahan 

Pertanian Kepada Pihak Lain? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, 

maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Hukum Pelimpahan Wewenang 

Pemanfaatan Lahan Pertanian Kepada Penggarap di 

Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten 

Tangerang. 

2. Untuk mengetahui Penggarap Menggadaikan Lahan 

Pertanian Kepada Pihak Lain Di Desa Sindang Asih 

Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang. 

3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Menggadaikan Lahan 

Pertanian Kepada Pihak Lain Di Desa Sindang Asih 

Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bahwa Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk pengembangan khazanah atau 

menjadi referensi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang sistem 

pengolahan lahan pertanian milik orang lain.  

b. Menjadi bahan untuk dikaji lebih lanjut oleh 

peneliti lain. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat Desa 

Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten 

Tangerang sehingga penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pedoman atau rujukan untuk menyelesaikan 

perkara-perkara yang berkaitan dengan kasus 

penggarapan lahan milik orang lain. Kami harapkan 

akan menjadi kontribusi pemikiran penulis untuk 

praktek-praktek bermuamalat ditengah masyarakat yang 

sistem pengolahan lahan milik orang lain.  

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Nama : Yuli Sri Lestari 

Judul  : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Tanah Negara Dalam PT.KAI Kelurahan Gapura 

Kecamatan. Kotabumi Kabupaten Lampung 

Utara”/UIN Raden Intan Lampung 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, Jual beli 

tanah Negara milik PT.KAI yang dilakukan oleh 

masyarakat Kelurahan Gapura dilakukan dengan cara 

menawarkan tanah yang akan dijual kepada orang lain 

yang pada akhirnya akan ada pihak yang membeli 

tanah tersebut, dimana proses terjadinya jual beli ini 

dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum dan juga 

disebabkan karena adanya faktor tekanan dari sisi 
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ekonomi dan faktor kurangnya pemahaman dari sisi 

agama mengenai masalah jual beli yang lebih rinci. 

Sehingga para penjual dan pembeli melakukan 

transaksi jual beli ini merupakan jual beli yang tidak 

dibenarkan karena tidak sesuai dengan rukun dan 

syarat jual beli dalam ketentuan fiqh muamalah. 

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Yuli Sri 

Lestari adalah membahas tentang transaksi jual beli 

tanah atau lahan pertanian. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada praktek jual beli yang memang bukan si 

pemilik tanah tersebut melainkan tanah milik Negara 

Sedangkan penelitian yang saya buat mengenai jual 

beli tanah yang telah sah dijual dan diperbolehkan 

menggarap lahan tersebut sampai lahan ini dibangun 

oleh pemiliknya 

2. Nama : Nurhidayat 

Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Penggarapan Sawah Didesa Cikalong Kecamatan 

Sidamulhi Kabupaten Ciamis”/UIN Sunan Kalijaga 

Yogykarta 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Praktik kerja 

sama bagi hasil penggarapan lahan sawah di desa 

Cikalong Kecamatan Sidamulhi Kabupaten 

Pangandaran, dilihat dari segi pelaksanaan perjanjian 

adalah pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan oleh 
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pihak pemilik lahan dan pihak penggarap di desa 

Cikalong jika dilihat dari rukun dan syarat akad ini 

dapat dikatakan sah dan sudah sesuai dan tidak 

bertentangan dengan ajaran islam. Dalam praktik 

penggarapan di Desa Cikalong, pihak pemilik 

lahanpun ikut menanggung biaya benih dan pupuk 

yang merupakan tanggungan bersama. Bahwa pemilik 

lahan ikut membantu pihak penggarap yang dirasa 

telah banyak mengeluarkan biaya 

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Nurhidayat 

adalah membahas tentang lahan pertanian yang di 

garap oleh orang lain. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada bagi hasil dalam penggarapan lahan 

pertanian yang sering di pakai oleh adat itu sendiri 

sedangkan dalam skripsi saya membahas penggarapan 

lahan pertanian yang boleh di garap oleh si pemilik 

dan tidak menerima bagi hasil bagi si pemilik. 

3. Nama : Ihwan Azis 

Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di 

Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten 

Grobogan)”/Universitas Islam Negri Walisongo 

Semarang. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, Pelaksanaan 

gadai tanah sawah yang ada di Desa Jetaksari 
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Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada 

prakteknya penggadai (rahin) mendatangi penerima 

gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang 

guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan 

barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang 

jaminan, hak penguasaan/ pemanfaatan sawah tersebut 

berada di tangan penerima gadai (murtahin) sampai 

pelunasan hutang gadaian. Pembayaran hutang oleh 

penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) 

pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai 

kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad 

gadai ketika penggadai (rahin) menyerahkan uang 

kepada penerima gadai (murtahin) sesuai jumlah uang 

yang dipinjam 

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Ihwan Azis 

adalah sama-sama membahas  tentang praktek  gadai 

sawah/lahan pertanian. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada praktik gadai sawah Tanpa batas waktu 

menurut hukum islam sedangkan penelitian yang saya 

buat tentang  gadai lahan pertanian dengan jaminan 

barang gadai yang bukan punya si penggadai 

melainkan  pemiliknya orang lain. 

A. Kerangka Pemikiran 

Muamalah adalah suatu kegiatan ekonomi baik itu jual 

beli barang atau jasa antara perorangan atau badan hukum 
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yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, adanya 

kegiatan ekonomi syariah yang sangat membantu dalam 

keselarasan kehidupan di dunia dan akhirat, nilai ekonomi 

syariah bukan semata-mata kegiatan muslim saja tetapi 

seluruh makhluk hidup dimuka bumi. 

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli itu diperbolehkan. 

Menurut Imam Syafi’I mengatakan “semua jenis jual beli 

hukumnya boleh, kalau dilakukan oleh dua pihak yang 

masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan 

transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan 

dengan nash/ dalil Al-qur’an yang melarangnya. 

Objek muamalah dalam islam mempunyai bidang yang 

sangat luas, sehingga Al-Qur’an dan Sunnah secara mayoritas 

lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara 

global. Ini menunjukan bahwa islam memberikan peluang 

kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai 

bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka 

dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang 

ditentukan.
7
 

Dalam hukum jual beli secara umum dibedakan menjadi 3 

macam. Pertama, jual beli haram hukumnya jika tidak 

memenuhi syarat atau rukun jual beli atau melakukan 

larangan jual beli. Kedua, jual beli secara umum hukumnya 

mubah. Ketiga, jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung 
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situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim 

dalam keadaan terpaksa. Dalam Setiap transaksi jual beli 

harus ada akad untuk terjadinya ijab dan Kabul dalam 

kesepakatan yang berdasarkan diawal transaksi. Akad harus 

memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang 

dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi 

dalam setiap kontrak. Sedangkan syarat adalah suatu sifat 

yang mesti ada pada setiap rukun,tetapi bukan merupakan 

esensi akad.
8
 

Gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalat yang 

diperbolehkan dalam islam,ia merupakan salah satu cara 

manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala 

dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan 

menyerahkan jaminan,karena manusia sebagai makhluk sosial 

tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Di 

sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu ada 

unsur tolong-menolong (ta’awun) dalam kebaikan manakala 

ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara 

meminjamkan uang dan menerima barang jaminannya. 

Pembahasan tentang gadai ini sering muncul di 

masyarakat,dengan alasan yang melatarbelakangi adanya 

kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-

hari/biaya yang sangat besar karenanya masyarakat memilih 

untuk meminjam uang dengan adanya jaminan karena dengan 
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cara ini proses peminjaman pun tidak memakan waktu yang 

lama dan barang berharga yang menjadi jaminan nya tidak 

akan kehilangan karena pada akhirnya barang tersebut akan 

dikembalikan, apabila uang yang dipinjamnya sudah 

dibayarkan kepada si penggadai. 

Gadai memiliki empat rukun, yaitu rahin, murtahin, 

marhun dan marhun bih. Rahin adalah orang yang 

memberikan gadai, murtahin adalah orang yang menerima 

gadai, marhun atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk 

menjamin utang ,dan marhun bih adalah utang. 
9
 

Dalam kehidupan masyarakat setempat pertanian 

merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk 

digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain 

itu pertanian merupakan sumber kesediaan pangan 

masyarakat, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Di dalam sistem 

kerja sama yang dilakukan antara pihak penggarap lahan dan 

pemilik lahan dengan cara bagi hasil antara keduanya, dalam 

islam disebutkan dalam bentuk akad ini ialah akad Muzara’ah 

dan mukhabarah. seperti yang telah di syariatkan dalam 

islam, atau terdapat permasalahan yang membuat akad yang 

dijalankan tidak sesuai dalam persepektif hukum islam. 

Dapat diambil kesimpulan dari kerangka pemikiran diatas 

bahwasannya dalam hal ini penggarap lahan pertanian yang 

                                                         
9
 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah, (Jakarta 

:Prenadamedia Group, 2019) h. 140 



13 
 

menggadaikan lahan nya kepada pihak lain tersebut bukan lah 

milik si penggadai, melainkan milik orang lain, yang 

diberikan wewenang kepada pemiliknya untuk digarap 

lahannya sampai lahan tersebut dibangun oleh si pemiliknya 

tetapi oleh si penggarap di gadaikan kepada pihak lain dan 

hasilnya pun tidak dibagi kepada pemiliknya melainkan 

hanya untuk si penggarap itu sendiri. Maka dari itu peneliti 

tertarik terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Sindang 

Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dengan 

judul Transaksi Gadai Dari Penggarap Lahan Pertanian Yang 

Diberi Kewenangan Pemanfaatannya Oleh Pemilik 

Persepektif Hukum Islam. 

B. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research) bersifat kualitatif yaitu penelitian 

yang dimiliki sasaran penelitian terbatas tetapi dengan 

keterbatasannya itu dapat digali sebanyak mungkin data 

mengenai sasaran penelitan.
10

  

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis normatif tentang persoalan persoalan 
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 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan 
Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University, 2001) h. 29 
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penggarapan lahan pertanian yang tidak mempunyai 

wewenang untuk menggadaikannnya kepada pihak lain.
11

  

3. Teknis Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah 

praktek Transaksi Gadai Dari Penggarap Lahan Pertanian 

Yang Diberi Kewenangan Pemanfaatannya Oleh Pemilik 

Persepektif Hukum Islam di Desa Sindang Asih Kecamatan 

Sindang Jaya Kabupaten Tangerang di lakukan melalui:    

a. Observasi  

Yaitu penulis mengadakan pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena 

yang akan diteliti untuk memperoleh data yang 

diperlukan baik langsung maupun tidak langsung, 

yang berkaitan dengan masyarakat Desa Sindang Asih 

Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang  

b. Studi dokumen dan bahan pustaka  

Yakni dalam mengumpulkan data penelitian ini 

adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk 

buku-buku, jurnal, internet atau data tertulis lain 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti.  

c. Wawancara (Interview) 

Wawancara (Interview) adalah suatu kejadian atau 

suatu proses interaksi antara wawancara (Interview) 
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dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai 

(Interviewee) melalui komunikasi langsung. Dapat 

pula dikatakan bahwa wawancara merupakan 

percakapan tatap muka (face to face)antara 

pewawancara dengan sumber informasi, dimana 

pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek 

yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.
12

 

Metode yang digunakan adalah wawancara bebas 

terpimpin yaitu penelitian yang bebas menggunakan 

wawancara tetapi berpijak pada catatan-catatan 

mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. 

4. Tekhnik Pengolahan Data  

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak 

harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data 

selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data 

yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara 

bersamaan. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh 

kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya 

disimpulkan.
13

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Proses ini 

berjalan terus menerus selama penulisan berlangsung, sampai 

                                                         
12

 Yusuf Muri , Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan penelitian 

gabungan, (Jakarta, Kencana, 2017) h. 372 
13

 Moelong  Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011) h. 288 
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data benar-benar terkumpul sesuai dengan konsep penulisan, 

permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang 

dipilih. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data tambahan 

jika diperlukan. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan 

sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit 

analisis selanjutnya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat. Dengan menyajikan data, maka 

akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, 

meneruskan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami.  

c. Conclusion Drawing (Verifikasi) 

Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan. Dengan adanya 

kesimpulan ini akhirnya dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan dilakukan 

secara terus-menerus selama ada di lapangan. Kesimpulan 

awal yang ditarik masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten, 

maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.
14
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Penulis memiliki dua koridor yang akan menjadi tempat 

untuk mencari dan mengumpulkan data–data penelitian ini 

yaitu koridor melalui wawancara di lapangan atau objek yang 

diteliti dan juga melalui text atau bacaan bisa melalui buku–

buku dan juga jurnal di internet 

C. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap 

permasalahan yang dalam penulisan skripsi ini, maka uraian-

uraiannya disusun secara sistematis ke dalam 5 (Lima) bab, 

sebagai berikut : 

bab kesatu Pendahuluan, berisi tentang :  Latar 

belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat 

penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka 

Pemikiran, Metode penelitian, Sistematika penulisan 

bab kedua Kondisi Dan Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian berisi tentang : Sejarah Desa, Kondisi Geografis, 

Kondisi Demografis, Kondisi Sosiologis, Kondisi 

Ekonomi,pembagian wilayah, Struktur Organisasi 

Pemerintahan Desa, Susunan Pemerintahan Desa, Dan 

Susunan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga 

(RT) 

bab ketiga Deskripsi Teori Tentang Gadai Dan 

Pemanfaatan Barang Gadai, berisi tentang : Pengertian 

Gadai, Dasar Hukum Gadai, Syarat Dan Rukun Gadai, 
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Pemanfaatan Barang Gadai, Hak Kewajiban Dalam Gadai, 

Hapusnya Hak Gadai, Dan Berakhirnya Akad Gadai. 

bab keempat Konsekuensi Hukum Penggarap 

Menggadaikan Lahan Pertanian Kepada Pihak Di Desa 

Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten 

Tangerang, berisi tentang : Hukum Pelimpahan Wewenang 

Pemanfaatan Lahan Pertanian Kepada Penggarap di Desa 

Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten 

Tangerang, Hukum Penggarap  Menggadaikan Lahan 

Pertanian Kepada Pihak Lain Di Desa Sindang Asih 

Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dan Akibat 

Hukum Menggadaikan Lahan Pertanian Kepada Pihak Lain 

Di Desa Sindang Asih Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten 

Tangerang. 

bab kelima Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran-

saran 


